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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka 

dapatlah ditarik beberapa butir kesimpulan sebagai berikut:  

a. Pada dasarnya setiap individu tanpa terkecuali memiliki hak politik, 

yaitu hak memilih dalam Pemilu, hak dipilih dalam suatu jabatan, 

dan hak untuk mengemukakan pendapat; 

b. Di dalam kehidupan terdapat orang penyandang disabilitas, yang 

terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu penyandang disabilitas fisik dan 

mental; 

c. Penyandang disabilitas fisik dan/atau mental memiliki atau 

mempunyai hak-hak yang sama dengan masyarakat yang sehat 

secara fisik dan mental, serta mereka perlu diberikan perlindungan 

hukum yang lebih oleh pemerintah; 

d. Dalam hal penyandang disabilitas fisik dan/atau mental memiliki 

tingkatannya masing-masing, dari yang terendah hingga yang paling 

berat; 

e. Meskipun terdapat orang yang menyandang disabilitas mental, 

tetapi mereka masih memiliki hak politiknya, terutama hak memilih 

dalam Pemilu; 

f. Penyandang disabilitas mental tidak bisa disamaratakan dalam hal 

tidak bisa memilih atau tidak dihilangkan hak politik dalam hak 

memilih dalam Pemilu, dikarenakan penyandang disabilitas mental 

memiliki tingkatannya masing-masing, yang di mana terdapat 

penyandang disabilitas mental yang masih dapat menggunakan 

kemampuan berpikirnya untuk memilih; dan 

g. Penyandang disabilitas mental dalam tingkatan berat tidak bisa 

menggunakan hak memilihnya dalam Pemilu, dikarenakan untuk 
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melakukan segala aktivitasnya mereka tidak bisa lepas dalam 

bantuan orang lain.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan atas kesimpulan tersebut, dapatlah diajukan beberapa 

butir saran sebagai berikut: 

a. Diperlukan pengaturan yang lebih jelas dalam membedakan 

penyandag disabilitas mental yang bisa menggunakan hak 

memilihnya dalam Pemilu; 

b. Dibutuhkannya peran KPU maupun pemerintah untuk lebih 

mendalam dalam melakukan pendataan terhadap orang 

penyandang disabilitas mental dan mendaftarkan semua 

penyandang disabilitas mental terlebih dahulu untuk 

membuktikan dan memberi perlindungan terhadap mereka, 

bahwa hak memilihnya masih terlindungi oleh negara; dan 

c. KPU maupun pemerintahan dalam hal Pemilu perlu memperkuat 

kerjasama dengan pihak-pihak yang ahli dalam bidang 

kesehatan terutama dalam bidang psikologi untuk bisa 

menentukan penyandang disabilitas mental yang masih 

memiliki hak memilih ataupun yang sudah tidak bisa 

menggunakan hak memilihnya. 
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